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NAMA SOP
PENANGANAN PENGAJUAN KEBERATAN PERMOHONAN INFORMASl

PUBLIK

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pubiik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);

2 Undang-Undar^g Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pubiik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearslpan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
152 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4 Peraturan Pemerlntah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pubiik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi
Pubiik;

6 Peraturan Kepala ArsipNasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Mekanisme
Pengelolaan Informasi Pubiik di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

7 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

8 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dl Lingkungan Arsip
Nasional Republik Indonesia;

9 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Pubiik;

10 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang OrganisasI dan Tata
Keria Arsip Nasional Republik Indonesia;

11 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan ArsipNasional Republik Indonesia.

1  Memahami tugas dan fungsl OrganisasI Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan ANRI
2 Memahami kriteria informasi pubiik yang dikecualikan berikut alasan dan retensi informasinya
3 Memahami prosedur pengajuan keberatan dan sengketa informasi pubiik sesuai peraturan perundangan
4 Memahami peraturan perundangan bidang kearsipan dan informasi pubiik
5 Memiliki kemampuan menelaah sengketa informasi pubiik dan pengecualian informasi pubiik
6 Memiliki kemampuan memberikan layanan informasi pubiik sesuai dengan standar yang bertaku
7 Memahami tahapan pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi berdasarkan peraturan

yang beiiaku

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. website ANRI dan E PPID

2. komputer, printer scanner, fotocopy, faksimil

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pemohon informasi tidak puas atas tanggapan yang diberikan, maka pemohon informasi akan
mengajukan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Pusat
Pengajuan keberatan dapat diproses maksimal 30 hari kerja setelah ditemukan alasan sebagalmana Pasal 35
ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pubiik

Pencatatan pemohon informasi yang mengajukan keberatan secara manual dan elektronlk




